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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
_ .egara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); 

Jndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
-~-t, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­ 
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
-::.dang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah 

:.e:::::nbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 
Taznbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan 
.:> aksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, 
- amoahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) 
ebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 

Tai un 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik 
omor 43 Tahun 2014 ten tang Peraturan Pelaksanaan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran 
_ ·e5a:-a Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan 
Lerabaran .' egara Republik Indonesia omor 5717); 

Peraruran Presiden _ -o:::::nor Tahun 2015 tentang Kementerian 
D~ _ -e2"e:-i Leznbaran - ·ega._-a Repub · ~ dcnesia Tahun 20 5 

t: :2. 

- :Ja....'lwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
- znor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 

Pernerin tah Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati ten tang Susunan 
rzanisaei dan Tata Kerja Pemerintah Dusun dan Perangkat; 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

BUPATI BUNGO, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

PERATURAN BUPATI BUNGO 
NOMOR _)\ TAHUN 2017 

TENT ANG 

--_·:T·~ AN ORGANISASI DAN TATA KERJA PEMERINTAH DUSUN 

BUPATI BUNGO 
PROVINS! JAMBI 
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Pasal 1 
_ - - - Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

;.;J ....:s'":i adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
~- -ah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan 

. merintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
orakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/ atau hale tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
?0publik Indonesia. 

C mat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan 
ertanggung jawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah . 

.=.,....:sun adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas­ 
batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
repentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat 

· · adat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem 
Pemerintahan [egara Kesatuan Republik Indonesia. 

Perne · .... rah Dusun adalah Rio dibantu Perangkat Dusun sebagai 
.....i s .,.. pe _ re e:::ggara peraerintahan D su::. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

R.\i BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA 
PE~ fERINTAH DUSUN. 

MEMUTUSKAN: 

enteri Dalam ... egeri _ · omor 114 Tahun 2014 ten tang 
i:> o an Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia 
-a,. un 2014 omor 2094); 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang 
Orzanisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara 

enublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 564) sebagaimana telah 
-· oah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 
.-:: :5 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

· :::or 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
••0::2enterian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
.-:: :5 omor 1667); 

... aruran Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang 
- _ unan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara 

epublik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6); 

Peraruran Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang 
e enangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

. · :-nor 1037); 

: -cli 200, er tang 
Data Profil Desa Dan 

Pera a ... u e:icer: Daiam ·ege-= - 
oman Pen rusunan Dan Pendaj c..5 -~~ 
ral an: 



Pasal 3 .. .4 

Pasal 2 
Pemerintah Dusun adalah Rio dibantu oleh Perangkat Dusun. 

Perangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas: 

a. Sekretariat Dusun; 
Pelaksana Kewilayahan; dan 

c. Pelaksana Teknis. 

~ ?erangkat Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
berkedudukan sebagai unsur pembantu Rio. 

Bagian Kesatu 
Struktur Organisasi 

BAB II 
STRUICTUR ORGANISASI, TUGAS, DAN FUNGSI 

Sekretaris Dusun yang selanjutnya disingkat Sekdus adalah 
rdinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan Dusun. 

- epala Seksi adalah unsur pelaksana teknis kegiatan sesuai 
-= · an.gnya. 

Peraturan Dusun adalah peraturan perundang-undangan yang 
- itetapkan oleh Rio setelah dibahas dan disepakati bersama Badan 
Permusyawaratan Dusun (BPD). 

-::-uktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Dusun adalah satu 
s.szem dalam kelembagaan dalam pengaturan tugas dan fungsi serta 
- ubungan kerja. 

-J usun Swasembada adalah jenis Dusun dengan klasifikasi cepat 
·""P:-kembang berdasarkan Index Desa Membangun (IDM). 

;c.; ... sun Swakarya adalah jenis Dusun dengan klasifikasi berkembang 
rdasarkan Index Desa Membangun (IDM) 

• =..i ...... sun Swadaya adalah jenis Dusun dengan klasifikasi kurang 
- rkembang berdasarkan Index Desa Membangun (IDM). 

Dusun adalah unsur pembantu Rio yang terdiri dari 
- ... cretariat pelaksana teknis, dan unsur kewilayahan. 

- · an Permusyawaratan Dusun yang selanjutnya disingkat BPD 
- - - ah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam 
- _ ~:·e enggaraan pemerintahan dusun sebagai unsur penyelenggara 

merintahan dusun. 

· a · alah pe · a ba _ - 5 :::::- _p:...:::2,1 ,;,;-ewenang, 
_::-as can kewajiban un :::::1-1:::, enzzarasan rumah tangga 

inya dan melaksanakan tuga dar; Pemerintah dan Pemerintah 
aerai . 



=--- a: z: 

Bagian Kedua 
- ...: zas c:2..:1 F ngs; 

Pelaksana Teknis se bagaimana dimaksud pada ayat ( 1) paling 
canyak terdiri atas 3 (tiga) seksi yaitu seksi pemerintahan, seksi 
cesejahteraan dan seksi pelayanan, paling sedikit 2 (dua) seksi yaitu 
eksi pemerintahan, serta seksi kesejahteraan dan pelayanan. 

:: ~asing-masing seksi sebagaimana climaksud pada ayat (2) dipimpin 
o.eh Kepala Seksi. 

Pasal 5 
Pe aksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) 
'-· ruf c merupakan unsur pembantu Rio sebagai pelaksana tugas 
operasional. 

;:,0 aksana Kewilayahan dilaksanakan oleh Kepala Kampung yang 
::..::etapkan dengan Keputusan Rio. 

Perabentukan Kampung ditetapkan dengan Peraturan Dusun. 

:> .. raturan Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit 
zaemuat nama kampung, batas wilayah dan luas kampung. 

Kampung paling sedikit terdiri dari 3 RT. 

- __ gas kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, 
:=-:iyelenggaraan Pemerintahan Dusun, pelaksanaan pembangunan 
~ usun, pembinaan kemasyarakatan Dusun, dan pemberdayaan 
- svarakat Dusun. 

Pasal 4 
:';> aksana Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
:. huruf b merupakan unsur pembantu Rio sebagai satuan tugas 

.- _ vilayahan. 

- ...... rnlah unsur Pelaksana kewilayahan sebagaimana dimaksud pada 
- rat ( 1) ditentukan secara proporsional antara pelaksana 
zewilayahan yang dibutuhkan dengan kemampuan keuangan Dusun 

serta memperhatikan luas wilayah kerja, karakteristik, geografis, 
· ......... rnlah kepadatan penduduk, serta sarana prasarana penunjang 
-:.:0as. 

Dusun sebagaimana climaksud pada ayat (1) paling 
- - _ rax terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan 
- ill urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling 
dikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan 

- _.san keuangan. 

_asing-masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
=...:;:mpin oleh Kepala Urusan. 

Pas.a! 3 
Dusun sebagaimana ud daaam Pasal 2 ayat (1) 

a dipimpin oleh Sekretaris Dus: ~ cian clibantu oleh unsur staf 
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~ ekretaris Dusun bertugas membantu Rio dalam bidang administrasi 
pernerin tahan. 

- - nruk melaksanakan tugas sebagaimana yang dirnaksud pada ayat 
_ . Sekretaris Dusun mempunyai fungsi: 

2.. ~ elaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi . 

. 1elaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi 
perangkat Dusun, penyediaan prasarana perangkat desa dan 
kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, 
perjalanan dinas, dan pelayanan umum . 

. lelaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan 
administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber 
pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, 
dan admnistrasi penghasilan Rio, Perangkat Dusun, BPD, dan 
iembaga pemerintahan Dusun lainnya. 

Pasal 7 
Sekretaris Dusun berkedudukan sebagai unsur pimpinan Sekretariat 
Dusun. 

(3) ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Rio 
memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut: 
a) menyelenggarakan Pemerintahan Dusun, seperti tata praja 

Pemerintahan, penetapan peraturan di Dusun, pembinaan 
masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, 
melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi 
kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 

b) melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana 
prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, 
kesehatan. 

c pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan 
kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya 
masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

d) pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan 
motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 
dan karang taruna. 

e) menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan 
lembaga lainnya 

masvarakat. 

Pernerintah Dusun yang 
Pas.al - 

(:.) Rio oerkedudukan sebagai 
rnemimpin penyelenggaraan Pe::ne · 

(2) Rio bertugas menyelenggarakan Pernerintahan Dusun, melaksanakan 
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 



Pasal 9 
Kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis . 

• · epala seksi bertugas membantu Rio sebagai pelaksana tugas 
~ perasional. 

· · nruk melaksanakan tugas Kepala Seksi mempunyai fungsi: 
a Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan 

manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan 
regulasi Dusun, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan 
ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan 
masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, 
serta pendataan dan pengelolaan Profil Dusun. 
Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan 
pernbangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan 
oidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta 
rnotivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, 
iingkungan hidup, pernberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, 
dan karan a taruna, 

Unruk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi: 

a Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti 
melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, 
administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan 
administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat 
Dusun dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, 
inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 

b) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan 
urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, 
administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, 
verifi.kasi administrasi keuangan, dan admn.istrasi penghasilan 
Rio, Perangkat Dusun, BPD, dan lembaga pemerintahan Dusun 
lainnya. 

c) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan 
urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran 
pendapatan dan belanja Dusun, menginventarisir data-data 
dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan 
evaluasi program, serta penyusunan laporan. 

Pasal 8 
Kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat . 

.:) Kepala urusan bertugas membantu Sekretaris Dusun dalam urusan 
pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas 
oemerin tahan. 

d eiaksanakan urusan perencanaaa eoern zaenyusun rencana 
ar ggara ... n pendapatan dan oe anja ::r ...... sun, menginventarisir 
data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring 
dan evaluasi program serta penyusunan laporan. 
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Pasal 12 
- a.i- melaksanakan tugasnya, Rio bertanggungjawab memimpin dan 

-e- oordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan 
~ . oingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

BAB IV 
TATA KERJA 

:::: 

Pasal 11 
·) Susunan organisasi Pemerintah Dusun disesuaikan dengan tingkat 

perkembangan Dusun yaitu Dusun Swasembada, Swakarya, dan 
Swadaya. 

Dusun Swasembada wajib memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. 

Dusun Swakarya dapat memiliki 3 (tiga) urusan dan 3 (tiga) seksi. 

Dusun Swadaya memiliki 2 (dua) urusan dan 2 (dua) seksi. 
~,asifikasi jenis Dusun dalam Kabupaten Bungo sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB III 
JENIS DUSUN 

Pasal 10 
( ) Kepala Kampung berkedudukan sebagai unsur satuan tugas 

kewilayahan yang bertugas membantu Rio dalam pelaksanaan 
rugasnya di wilayahnya. 

(-) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
Kepala Kampung memiliki fungsi: 
a) Pernbinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya 

perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan 
penataan dan pengelolaan wilayah. 

b) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 
c) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam 

meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam 
menjaga lingkungannya. 

d) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam 
menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan 
pembangunan. 

partisipasi 
masyarakat, 

upaya 
budaya 

sezs 
pe~:- · uhan dan mo · as· 
~e. .auoan masyarakat, 
rnasyarakat, pelestarian nilai sosial 
keagamaan, dan ketenagakerjaan. 

.:;; mela ksanakan 
pelaksanaan hak dan 

c 



H. RIDWAN IS 
.- OAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2017 NOMOR .tf 

-:::.a:-gkan di Muara Bungo 
= _z.. :.a..J.ggal \L{ f0\7WA-'l-\. 2017 
= ~-::--:AR.IS DAERAH, 

Ditetapkan di Muara Bungo 
__ J2_ad~ tanggal P.L{1 , '9l- - 201 7. 

BUP TI BUNGO, 

Pasal 16 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Bungo. 

Pasal 15 
Struktur Organisasi dan ta.ta kerja Pemerintah Dusun diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Dusun. 

Pasal 14 
Bagan struktur Organisasi dan ta.ta kerja Pemerintah Dusun sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II 
_ ·ang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 13 
Kepala DP. ID dan Camat wajib melakukan pembinaan dan pengawasan 
terhadap Pemerintahan Desa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB. 
~- !B ~~. D_ PE~ -GA -_-\SA.: - 



r:..~· ... ,-..TAN DUS UN KLASIFIKASI JENIS DUSUN 

- 3 4 - 
Lubuk Benteng Swadaya - 
Air Gemuruh Swadaya - = NII/ Purwo Bakti Swadava 

Sarana Jaya Swakarya - 
Tetuk Panjang Swadaya 

Mangun Jayo Swadaya 

Tanjung Agung Swadaya 

Tebat Swadava 

Baru Pusat Jato Swadava 
- KO BA THIN VII Bedaro Swadaya 

Tebing Tinggi Swadaya 

Datar Swadava - 
Suka Jaya Swadava - 

,.. Pekan Jum'at Swadaya 

Tanjung Betit Swadava - 
Rantau tkil Swakarya - 
Pulau Jelmu Swadaya - 
Sirih Sekapur Swakarya - 

WUHAN 
Ujung Tanjung Swadava - 
Jumbak Swadava - 
Rantau Panjang Swakarva - 
T alang Pamesun Swadaya - 
Sirih Sekapur Perkembangan Swadava - 

- Baru Balai Panjang Swadaya 

T eluk Pandak Swakarya - 
Empelu Swadaya - 
Tanah Bekali Swadaya - 
Pasar Lubuk Landai Swakarya - 

-- - SEPENGGAL 
Sungai Gambir Swakarya 

Candi Swakarva - 
Tanjung Swadaya -- 
Pasar Rantau Embacang Swadaya -- 
Teief:ta.....-, SWada/a -- 

- ~ r-..a:r. Swak:arya 

JENIS DUSUN 

- B-iPAu B . -GO 
TAH"C. - 2017 

--_-~:.,_ 'AN ORGA:r!SASI DAr TATA KERJA 
··"-----.c,~2 ::) US UN 



::- -...: -·-·,•,T ,r;,i-,.., .,. ·~-·~ l'l,if~!IW 

- l .. - 
I 

11~t,.!z~ SWadaya -- 
lua::a; Swadava -- 

-- l'l;;a."a K~ng Swadava 

-- Lubuk Swadava 

Purwasari Swasembada -- 
-- Lernbah Kuarnang Swakarva 

-- Sumber Harapan Swakarya 

Daya Murni Swakarva -- 
PELEPA T /UR Sumber Mulia Swakarya -- 

-- Maju Jaya Swadaya 

- Tirta Mulya Swadaya 

Lingga Kuarnang Swakarva -- 
Bangun Harjo Swakarva -- 

- Kuning Gading Swakarva -- 
Kuamang Jaya Swakarva - 
Karya Harapan Mukti Swakarva 

-II Padang Palangeh Swadaya 

Sungai mancur Swadava - 
Tanah Periuk Swakarva -- 
Lubuk Landai Swadaya -- 
Rantau Embacang Swadava - 
Tebing Tinggi Swadava -- 

-AHAH SEPENGGAL Paku Aji Swadava - LINTAS 
Ernbacang Gedang Swakarva -- 
Sungai Puri Swadava -- 
Pernatang Panjang Swadava -- 
Sungai Ternbang Swadaya -- 

-- Sungai Lilin Swakarya 

-·· Rantau Makmur Swadaya 

Tanjung Menanti Swadava - 
Sirnpang Babeko Swakarva -- 

- THIN ll BABEKO 
Babeko Swadaya -- 
Sepunggur Swadaya -- >-- 

Suka Makmur Swakarya - 
~ Tuo Sepunggur Swadaya 

- OTEHGAH 
s ... ~ai Mengkuang Swakarya 

._. s - 8 Swadaya 

- 'i::..z:.·; ~ Swaca/a 
GO I:;:,.--:-"" .. -,~-a.;,; Swaca,~ - I.I I. 



= s 
S akarya 

Swaka a 

3 Sari Swakarya 

Aur Gading Swakarya ---"'--~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~-t 

P !au Batu Swakarya 

Tepian Danto Swadaya 

WUHAN fL1R 

Sekampil Swadaya 

Bukit Telago Swadaya 

Cilodang Swakarya 

Mulia Jaya Swakarya 

Mulia Bakti Swaka a 

Gapura Suci Swakarya 

Batu Kerbau Swada a 

Sungai Gurun Swada a 

Sungai Beringin Swada a 

Senamat Swada a 

Rantel Swada a 

Balai Jaya Swada a 

Rantau Keloyang Swada a 

Dwi Karya Bakti Swaka a 

Baru Pelepat Swada a 

PELEPAT 

Tanah Tumbuh Swadaya 

Perenti Luweh Swadaya 

Renah Jelmu Swada a 

Kato jayo Swada a 

Panjang Swada a 

Bukit Kemang Swada a 

Tebing Tinggi Uleh Swada a 

Ram bah Swadaya 

Lubuk Niur Swada a ~~~~~~~~~~~~---~~~~~~~~---- 
Teluk Kecimbung Swada a 

Pedukun Swadaya 

TANAH TUMBUH 

Lubuk Mayan Swadaya 

Lubuk Kayu Aro Swada a 

Leban Swada a 

Swada a 

Swadaya 

RANTAU PANDAN 
Swaka a 



I KECAMATAN DUS UN KLASIFIKASI JENIS DUSUN 

I 2 3 4 

_I Tanjung Bungo Swadaya 

- Tuo Lubuk Mengkuang Swadaya 

- Pauh agung Swadaya 

Tuo Limbur Swadaya -- 
-- Renah Sungai Besar Swadaya 

Muara Tebo Pandak Swadaya -- 
LJMBUR LUBUK Rantau Tipu Swadaya -- MENG KUANG 

- Baru Lubuk Mengkuang Swadaya 

Lubuk Tanah Terban Swadaya - 
Pemunyian Swadaya - 

-- Renah Sungai lpuh Swadaya 

Tebo Jaya Swadaya 

Sekar Mengkuang Swadaya -r Limbur Baru Swadaya 

_I Muara Buat Swakarya 

- Buat Swadaya -- 
Laman Pajang Swadaya - 

- Karak Apung Swadaya 
BA THIN Ill ULU Timbolasi Swadaya - 

Senamat Ulu Swadaya - 
Aur Gino Swadaya - 
Lubuk Beringin Swadaya 

JI Sungai Telang Swadaya 

_JI Pelayang Swadaya 

Peninjau Swadaya - 
BA THIN II PELA YANG Talang Silungko Swadaya -- 

Pulau Kerakap Swadaya -- 
- Seberang Jaya Swadaya 



ezerangan *: Jumlah Kepala Kampung berdasarkanjumlah Kampung di Dusun 

KE PALA KAM PUNG* KEPALA KAMPljNG * 

I ,----I __ 

KASI. 
PELAYANAN 

I -~I_ 
KASI. l KASI. 

=--::MERINTAHAN KESEJAHTERAAN 
-- __J 

RIO J 
SEKRETARIS 

I 
I I I l KAUR. TATA I I 

KAUR. 

I 
KAUR. I 

USAHA&UMUM KEUANGAN PERENCANAAN 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DUSUN 
DENGAN KLASIFIKASI JENIS DUSUN 

SW ASEMBADA DAN SW AKARYA 

LAMPIRAN I 
PERATURAN BUPATI 
.OMOR /f TAHUN2017 
:'ENT ANG 
:::;USUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
?EMERINTAH DUSUN 



.erangan * : Jumlah Kepala Karnpung berdasarkanjumlah Kampung di Dusun 

[ KEPALA KAMPUNG • ~ ~ALA KAMPUNG • - KEPALA KAMPUN~ 

KASI. 
-<ESEJAHTERAAN 

& PELAYANAN 

-------~ 
KASI. 

PEMERINTAHAN 

~UR. UMUM ti. KAUR. I 
j&PERENCANAANI I KEUANGAN 

SEKRETARIS I 

RIO 

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DUSUN 
DENGAN KLASIFIKASI JENIS DUSUN SWADAYA 

:T SUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA 
. 3MERINTAH DUSUN 

:ZNTANG 

- ™PIRAN II 
?ERATURAN BUPATI 
·oMOR -t\ TAHUN 2017 


